BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap pengaturan keterbukaan informasi dalam proses
pelaksanaan lelang eksekusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana
yang dipaparkan dalam bab IV, diketahui bahwa terdapat pengaturan dalam PerMenKeu
213/2020 mengenai keterbukaan informasi, akan tetapi hanya masih terbatas kepada pihak yang
berpartisipasi langsung pada lelang eksekusi. Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa terdapat
kekurangan dalam hal pengaturan eksplisit terkait pemberian informasi kepada pemilik barang
objek lelang yang merupakan debitor dalam perjanjian kredit baik berkaitan dengan pra
pelaksanaan lelang hingga pasca pelaksanaan lelang. Pengaturan mengenai keterbukaan
informasi diatur berkaitan dengan berita acara pelaksanaan lelang dalam Salinan Risalah
Lelang, akan tetapi tidak mencantumkan pemilik barang sebagai pihak yang berkepentingan.
Hal ini sebagaimana yang dijabarkan dalam PermenKeu 213/2020 Pasal 93 ayat (2) bahwa
pihak yang berkepentingan tersebut diuraikan untuk Penjual, Pembeli, Pengawas Lelang,
Instansi Berwenang dan Balai Lelang. Dengan begitu, pemilik barang tidak mendapatkan akses
mengenai informasi proses pelaksanaan lelang melalui pejabat lelang serta tidak terdapat
kewajiban kreditor untuk memberikan informasi tersebut. Selain itu, sebenarnya juga terdapat
kekosongan hukum terkait keterbukaan informasi yang tidak kalah penting yaitu berkaitan
dengan proses pada pra pelaksanaan lelang seperti Surat Permohonan Lelang yang dibuat oleh
pihak bank, surat tugas dari pihak bank untuk menghadiri lelang eksekusi, dan dokumen lain
yang perlu diketahui oleh pemilik barang terkait dengan proses perbuatan hukum terhadap
objek Hak Tanggungan.

Berkaitan dengan analisis kajian selanjutnya, dibahas mengenai hak dari pemilik barang
untuk mendapatkan keterbukaan informasi proses pelaksanaan lelang. Kajian dilakukan dari
perspektif keadilan dan potensi-potensi yang dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan,
pemanfaatan kesempatan untuk kepentingan pribadi maupun melakukan penawaran yang tidak
adil berkenaan dengan kepentingan dari pemilik barang. Dari pemaparan di atas dapat
disimpulkan bahwa terdapat identifikasi masalah mengenai kebutuhan dari pemilik barang
untuk menerima informasi proses pelaksanaan lelang eksekusi atas objek Hak Tanggungan

dengan tujuan pengembalian sisa penjualan serta menegakkan kepentingan dalam mendapatkan
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penjualan yang adil sesuai dengan prosedur yang ada. Permasalahan ini muncul mengingat
terdapat beberapa kelompok yang terlibat langsung dan aktif dalam pelaksanaan lelang eksekusi
yang tidak menutup kemungkinan terdapat konflik kepentingan. Hal ini juga dapat terlihat dari
permasalahan yang secara nyata terjadi dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bab 1V
ini dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri. Permasalahan hukum ini mendorong suatu
bahasan mengenai langkah yang tepat mengenai keterbukaan informasi ini yang mana peran
siapakah yang lebih tepat untuk menjadi fasilitator dalam memberikan informasi proses

pelaksanaan lelang eksekusi.

5.2. Saran

Setelah diuraikan dalam Bab IV, dapat diidentifikasi bahwa terdapat potensi permasalahan
yang dapat terjadi dari ketidakterbukaan informasi yang dirasakan oleh pemilik barang objek
jaminan Hak Tanggungan. Penulis berpendapat bahwa manakala terjadi perubahan atas
PerMenKeu 213/2020 selaku peraturan pelaksana dalam pelaksanaan lelang di Indonesia,
diperlukan penegasan mengenai hak pemilik barang dalam mendapatkan informasi proses
pelaksanaan lelang. Penegasan ini berkaitan dengan pemasukan pemilik barang dimasukkan
sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan lelang dari
pejabat lelang yaitu berupa berita acara pelaksanaan lelang dalam Salinan Risalah Lelang
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 ayat (2) PerMenKeu 213/2020. Selanjutnya juga,
penulis berharap akan diatur mengenai pemberian informasi terkait dokumen selama proses pra
lelang yang diantaranya berupa fotokopi Surat Permohonan Lelang, Surat Tugas/Surat Kuasa
Penjual dan lampiran pengumuman lelang sekiranya diberikan kepada debitor/pemilik barang
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Pemberian hak ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi
bukan hanya didasarkan pada kesadaran pihak bank kepada nasabah/debitor.

Disisi lain, jikalau transformasi atas pengaturan tersebut tidak kunjung direalisasikan,
maka penulis mengajukan alternatif yaitu melalui kesadaran dari pihak bank mengenai
diperlukannya kejelasan mengenai tanggung jawab memberikan informasi tersebut dituangkan
ke perjanjian baku. Kemudian perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada suatu bank kepada calon
debitor, sehingga debitor menyadari bahwa hak atas informasi akan tetap terbuka kepada
debitor/pemberi Hak Tanggungan/pemilik barang hingga perikatan antara pihak bank dan
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debitor. Hal ini dapat dipelopori oleh pihak bank, lembaga pengawas lembaga pembiayaan di
Indonesia maupun debitor sendiri sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga nantinya tidak
menimbulkan sengketa di kemudian hari sebagaimana digambarkan dalam putusan yang
dibawakan pada penulisan ini. Dengan dituangkannya secara jelas dalam perjanjian, prestasi
dari kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban dari pihak debitor dan kreditor menjadi lebih
jelas dan berlaku seperti hukum. Jikalau kreditor lalai dalam memberikan informasi tersebut,
maka terdapat konsekuensi hukum terhadap kreditor dimana debitor dapat memintakan

pertanggungjawaban dari kreditor.
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